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tujuan pengembangan berkelanjutan. 

Pengembangan pariwisata di Indonesia 

telah mengalami peningkatan yang cukup 

signifikan, dengan hasil devisa sektor 

pariwisata mencapai US$4,26 Milliar pada 

tahun 2022 dan meningkatkan jumlah 

wisatawan mancanegara sebesar 5,47 juta 

pada tahun 2022. Pemerintah Indonesia 

telah mengatur pengembangan pariwisata 

berkelanjutan dan memberikan perhatian 

khusus pada sektor pariwisata untuk 

mendukung peningkatan perekonomian 

negara. Dengan demikian, pengembangan 

pariwisata di Indonesia diharapkan dapat 

terus meningkat dan menjadi salah satu 

sektor penunjang ekonomi terbesar negara.  

Berdasarkan data BPS (2021) Kontribusi 

sektor pariwisata terhadap perekonomian 

Jawa Tengah semakin meningkat dari 7,92 

persen pada tahun 2017 menjadi 8,14 

persen pada tahun 2019. Pada tahun 2020 

kontribusi sektor pariwisata terjadi 

penurunan menjadi 7,8 persen akibat 

berbagai kebijakan pembatasan di sektor 

pariwisata untuk mengantisipasi lonjakan 

pandemi Covid- 5 19. Dengan semakin 

membaiknya kondisi perekonomian Jawa 

Tengah, pada tahun 2021 kontribusi sektor 

pariwisata terhadap perekonomian Jawa 

Tengah sedikit meningkat menjadi 7,85 

persen dibandingkan tahun sebelumnya.  

Gambar 1. Jumlah Pengunjung Objek 

Wisata Pada 10 Provinsi di Indonesia 

Tahun 2020 

Sumber: Kementerian Pariwisata dan 

Ekonomie Kreatif, 2020 

Kemenparekraf menyatakan bahwa 

jumlah pengunjung objek wisata di 

Indonesia pada tahun 2020 mencapai 72,26 

juta pengunjung. Provinsi Jawa Tengah 

menjadi salah satu provinsi dengan jumlah 

pengunjung terbanyak dibandingkan 

provinsi lainnya di Indonesia. Tercatat, 

jumlah pengunjung objek wisata di Jawa 

Tengah mencapai 12,1 juta pengunjung. 

Jumlah itu setara dengan 16,75% dari total 

pengunjung objek wisata di Indonesia pada 

2020. Salah satu 6 Kabupaten di Jawa 

Tengah yang juga memperoleh Sebagian 

besar pendapatannya melalui sektor 

pariwisata adalah Kabupaten Wonogiri. 

Strategi untuk mengembangkan 

pariwisata telah didukung oleh pemerintah 

Indonesia melalui adanya Undang-Undang 

No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. 

Pengembangan pariwisata bertujuan untuk 
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meningkatkan perekonomian masyarakat 

dan mencapai kesejahteraan rakyat. 

Perkembangan pariwisata tidak hanya pada 

kota besar akan tetapi sudah mulai 

merambah ke wilayah desa-desa. 

Perkembangan wisata di desa dengan cara 

adanya desa-desa yang menggali dan 

mengembangkan potensi wisata dengan 

pengelolaan yang baik dan dapat 

menambah pendapatan asli desa. Salah satu 

provinsi yang mengatur tentang 

pemberdayaan desa wisata yaitu Provinsi 

Jawa Tengah dengan dikeluarkannya 

Peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah No. 

2 Tahun 2019 terkait pemberdayaan desa 

wisata.  

Desa Wisata Conto merupakan 

pengembangan pariwisata pada tingkat 

desa di Wonogiri. Desa Conto merupakan 

salah satu desa yang memiliki potensi dan 

budaya di Kabupaten Wonogiri. Melihat 

potensi budaya masyarakat dan alam maka 

pengembangan wisata desa bermula pada 

dibentuknya Pokdarwis (Kelompok Sadar 

Wisata) pada Tahun 2017. Selain itu, 

motivasi pengembangan pariwisata sampai 

destinasi wisata juga berawal dari 

banyaknya masyarakat yang merantau akan 

tetapi sebenarnya desa tersebut mempunyai 

potensi sumber daya alam yang dapat 

menciptakan sebuah pekerjaan. Pada tahun 

2022 Desa Wisata Conto meraih predikat 

desa wisata terbaik di Jawa Tengah kategori 

Sapta Pesona dan Cleanliness, Healty, 

Safety, & Environment Sustainability 

(CHSE). Pada predikat tersebut Desa 

Wisata Conto berhasil mengungguli 27 

desa wisata di Jawa Tengah. Dan pada 

tahun 2023 Desa Wisata Conto 

mendapatkan Anugerah Desa Wisata 

Indonesia (ADWI) yang berhasil meraih 

juara harapan dalam kategori desa 

berkembang. Pada penghargaan ADWI 

Tahun 2023 di ikuti 4.573 dan Desa Wisata 

Conto masuk dalam 75 Desa Pemenang 

ADWI. Desa Conto memiliki beberapa 

potensi yang sangat potensial untuk 

dikembangkan menjadi ikon wisata, secara 

umum terdapat 13 titik potensi yang sudah 

dipetakan tersebar di 5 dusun. 

Berlandaskan Perpres No 38 Tahun 2015 

terkait kerjasama pemerintah dengan badan 

usaha menguatkan bahwa pemdes dapat 

melakukan kerjasama dengan pihak swasta. 

Partnership tersebut dalam berbagai 

kegiatan pembangunan memberikan 

sebuah manfaat dan dampak positif. 

Pengembangan destinasi wisata pada Desa 

Wisata Conto yang bekerjasama dengan 

pihak swasta yaitu pembangunan wisata 

pada potensi Goa Resi. Pembangunan 

destinasi wisata Goa Resi bekerjasama 

dengan CV. Ambar Sari yang berawal pada 

tahun 2021. PPP tersebut, telah memiliki 

landasan kemitraan yaitu adanya MOU 

yang mengatur tentang kerjasama 
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pemanfaatan tanah pemerintah desa yang 

dikelola oleh swasta. 

Public Private Partnership pada 

pengembangan destinasi wisata dalam 

pelaksanaannya tidak terlepas dari adanya 

kendala ataupun permasalahan. Terdapat 

permasalahan dalam kemitraan yaitu pada 

awal terjadinya kemitraan masyarakat 

kurang percaya terhadap pemerintah dan 

swasta. Banyak masyarakat yang mengira 

itu hanya ajang bisnis dan tidak 

menghasilkan apa-apa. Masyarakat masih 

beranggapan bahwa keuntungan hanya 

untuk swasta. Permasalahan lain yaitu 

adanya perbedaan pendapat dalam 

kerjasama yang menghambat implementasi 

kerjasama. Terkadang masih terdapat 

perbedaan pendapat maupun persepsi 

antara pemerintah desa dengan swasta 

terkait perencanaan bentuk pengembangan 

fasilitas maupun perbaikan jalan. Sehingga 

perlu adanya persamaan persepsi pada 

kerjasama tersebut.  

Penelitian terdahulu yaitu Analisis 

Public Private Partnership Sebagai Upaya 

Pengembangan Pariwisata Nepal Van Java 

oleh Yurika Santi, Hartuti Purnaweni, dkk 

tahun 2023 menegaskan bahwa kerjasama 

pemerintah dengan swasta dalam 

pengembangan pariwisata sangat 

dibutuhkan. Terutama pada peran swasta 

sebagai modal untuk pengembangan 

pariwisata. Penelitian tersebut merupakan 

salah satu pentingnya Public Private 

Partnership diteliti untuk mengetahui 

berbagai proses didalam kemitraan melalui 

beberapa prinsip kemitraan. Sehingga 

dalam penelitian ini, akan memperdalam 

terkait prinsip – prinsip Public Private 

Partnership dalam pengembangan 

destinasi wisata di Desa Wisata Conto. 

Adanya kerjasama tersebut apakah sudah 

menerapkan prinsip kemitraan secara 

optimal.  

Berdasarkan latar belakang dengan 

pokok pikiran tersebut diperlukan bentuk 

kerjasama pemerintah dan swasta dalam 

penyelesaian permasalahan pengembangan 

pariwisata dengan harapan dapat membantu 

pemerintah desa dalam mewujudkan desa 

maju melalui peningkatan ekonomi pada 

sektor wisata. Maka dari itu, penulis akan 

melaksanakan penelitian dan analisis 

terkait “Analisis Public Private 

Partnership Dalam Pengembangan 

Destinasi Wisata Di Desa Wisata Conto 

Kabupaten Wonogiri”. Penulis akan 

menganalisis dan mendeskripsikan terkait 

prinsip – prinsip yang digunakan dalam 

Public Private Partnership dan faktor 

keberhasilan kerjasama menggunakan 

sebuah teori Public Private Partnership. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana kerjasama pemerintah 

dengan swasta (Public Private 

Partnership) dalam pengembangan 
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destinasi wisata Di Desa Wisata Conto 

Kabupaten Wonogiri? 

2. Bagaimana faktor keberhasilan 

kerjasama pemerintah dengan swasta 

(Public Private Partnership) dalam 

pengembangan destinasi wisata Di Desa 

Wisata Conto Kabupaten Wonogiri? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis kerjasama 

pemerintah dengan swasta dalam 

pengembangan destinasi wisata Di Desa 

Wisata Conto Kabupaten Wonogiri.  

2. Untuk mengetahui faktor keberhasilan 

adanya kerjasama pemerintah dengan 

swasta dalam pengembangan destinasi 

wisata Di Desa Wisata Conto Kabupaten 

Wonogiri. 

D. Kajian Teori 

Public private partnership 

Public private partnership atau 

kemitraan publik badan usaha dapat 

diterjemahkan sebagai pengaturan kontrak 

antara sektor swasta dan pemerintah. Hal 

ini memungkinkan kedua belah pihak untuk 

bekerja sama dalam memanfaatkan 

keterampilan dan kemampuan masing-

masing, yang bertujuan untuk melayani 

masyarakat pada wilayah dimana 

kolaborasi itu terbentuk. Partnership 

memiliki unsur-unsur penting yang 

melekat, yaitu (Mohr dan Spekman, 1994 

dalam Kurniadi 2020) komitmen, 

koordinasi, saling ketergantungan, dan 

kepercayaan. Menurut pakar Satyanaryama 

dan Yescombe (Kurniadi, 2020 :29) 

kerjasama pemerintah dengan swasta harus 

menjalankan prinsip-prinsip sebagai 

berikut:  

1. Kemitraan, yaitu kerjasama antara 

pemerintah dan swasta berdasarkan 

peraturan hukum dan persyaratan yang 

ditetapkan memerlukan pertimbangan 

kebutuhan kedua belah pihak;  

2. Kemanfaatan, yaitu penyediaan 

infrastruktur oleh pemerintah dan swasta 

yang mendapatkan beberapa manfaat 

untuk masyarakat yaitu memberikan 

manfaat sosial dan ekonomi kepada 

masyarakat;  

3. Bersaing, pemilihan mitra kerjasama 

badan usaha dilakukan melalui tahapan 

seleksi yang adil, terbuka dan 

transparan, dengan memperhatikan 

prinsip persaingan ekonomi yang sehat; 

4. Pengendalian dan pengelolaan risiko, 

yakni kemitraan dalam penyediaan 

infrastruktur dapat diimplementasikan 

melalui suatu manajemen risiko dengan 

cara penilaian risiko, mitigasi terhadap 

risiko, dan pengembangan strategi 

pengelolaan;  

5. Efektif, yaitu suatu kerjasama dalam 

penyediaan infrastruktur dapat 

meningkatkan kualitas pelayanan pada 

pengelolaan dan pemeliharaan 
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infrastruktur serta mempercepat 

pembangunan;  

6. Efisien, yaitu kerjasama penyediaan 

infrastruktur yang bermitra dengan 

swasta dapat mencukupi kebutuhan 

pendanaan secara berkelanjutan dalam 

pembangunan infrastruktur. 

Pengembangan Destinasi Wisata Pada 

Desa Wisata 

Pengembangan pariwisata merupakan 

proses peningkatan kualitas daya tarik 

wisata, penyesuaian dan evaluasi untuk 

menjamin kelestariannya, dan menjadi 

dasar penetapan kebijakan. Pengembangan 

pariwisata ini memerlukan dukungan dari 

sektor lain, mulai dari sektor skala kecil 

hingga sektor pedesaan. Dalam 

mengembangkan destinasi ini, hal-hal 

terkait seperti daya dukung dan masyarakat 

sekitar harus selalu diperhatikan dan 

dipertimbangkan. Menurut Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 

Kepariwisataan, daerah tujuan wisata 

disebut juga destinasi pariwisata 

merupakan daerah yang dapat bersifat 

administratif maupun tidak. Wilayah 

tersebut didalamnya mempunyai beberapa 

daya tarik wisata yang dilengkapi dengan 

beberapa fasilitas penunjang lainnya. 

Daerah wisata juga mempunyai jalan yang 

dapat diakses dengan mudah oleh 

pengunjung serta mempunyai keterkaitan 

dengan masyarakat di sekitarnya. 

Public Private Partnership Dalam 

Pengembangan Destinasi Wisata Pada 

Desa Wisata 

Bentuk kerjasama ada beberapa varian, 

sebagaimana dikemukakan oleh Ministry of 

Municipal Affairs (1999) yang 

mengklasifikasikan jenis kemitraan dalam 

10 varian, yaitu: 

1. Operasional dan pemeliharaan. Model 

ini didasarkan pada kontrak penggunaan 

dan pemeliharaan objek publik antara 

negara dan perusahaan; (Kurniadi, 

2020:30)  

2. Perancangan dan pengembangan 

(Design Build). Mengandalkan kontrak 

negara dan entitas komersial untuk 

merancang dan mengembangkan 

fasilitas yang memenuhi standar dan 

persyaratan kinerja negara. Setelah 

fasilitas didirikan, pemerintah memiliki 

dan bertanggung jawab atas penggunaan 

fasilitas tersebut.  

3. Pengoperasian (Turnkey Operation). 

Negara menyediakan sarana untuk 

melaksanakan kegiatan tersebut, namun 

melibatkan dunia usaha dalam 

perencanaan, pembangunan, dan 

penggunaan fasilitas tersebut untuk 

jangka waktu tertentu. Pemerintah yang 

memiliki fasilitas menetapkan tujuan. 

4. Penambahan ruang yang sudah ada 

(Wrap Arround Addition). Divisi bisnis 

membiayai dan membangun fasilitas 
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tambahan untuk fasilitas yang ada. 

Selain itu, pedagang dapat 

menggunakan kesempatan tambahan ini 

untuk jangka waktu tertentu sampai ia 

dapat memperoleh kembali investasi dan 

hasil produksinya;  

5. Sewa pembelian. Kontrak pemerintah 

dengan perusahaan untuk perencanaan, 

pembiayaan dan pembangunan fasilitas 

pelayanan publik. Setelah itu, 

perusahaan menyewakan lahan tersebut 

kepada negara untuk jangka waktu 

tertentu. Pada akhir periode ini, fasilitas 

tersebut menjadi milik negara. Model ini 

dapat diterapkan ketika suatu negara 

membutuhkan suatu fasilitas, namun 

tidak memiliki cukup uang untuk 

membangunnya;  

6. Privatisasi sementara. Kepemilikan 

ruang publik yang ada diberikan kepada 

pelaku usaha untuk memperbaiki 

dan/atau mengembangkan ruang 

tersebut. Setelah itu, ruangan tersebut 

dimiliki dan digunakan oleh perusahaan 

selama jangka waktu yang ditentukan 

dalam kontrak atau sampai perusahaan 

dapat mengembalikan modal dan 

keuntungan yang ditanamkan;  

7. Sewa-Pengembangan - Operasionalisasi 

(Lease - Develop - Operate) atau Beli-

Pengembangan Operasionalisasi (Buy-

Develop Operate). Mitra bisnis 

menyewa atau membeli real estate dari 

negara, mengembangkan atau 

memodernisasinya, dan kemudian 

menggunakannya sesuai kesepakatan 

dengan pemerintah. Unit usaha 

diharapkan melakukan investasi dalam 

pengembangan fasilitas dan diberikan 

jangka waktu tertentu untuk 

mengembalikan investasinya dan 

memperoleh keuntungan;  

8. Pembangunan-Pengalihan 

Pengoperasian (Build-Transfer 

Operate). Berdasarkan kontrak yang 

ditandatangani oleh negara dengan 

badan komersial untuk pembiayaan dan 

pembangunan suatu objek, dimana 

setelah selesainya pembangunan 

fasilitas tersebut, perusahaan 

mengalihkan kepemilikan fasilitas 

tersebut kepada negara. Setelah itu, 

negara menyewakan kembali lokasi 

tersebut kepada unit komersial dengan 

sewa jangka panjang, yang 

memungkinkan perusahaan 

mengembalikan investasi dan 

memperoleh keuntungan; 

9. Pembangunan-Kepemilikan-Operate-

Transfer (Build-Own-OperateTransfer). 

Badan usaha diberikan hak eksklusif 

untuk membiayai, membangun, 

mengoperasikan, memelihara, 

mengelola dan memungut biaya 

waralaba untuk jangka waktu tertentu 

untuk mengembalikan investasi. Ketika 

hak waralaba berakhir, kepemilikan 

kembali ke pemerintah;  
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10. Pembangunan - Kepemilikan 

Pengoperasian (Build-Own Operate), 

Pemerintah dapat tanggung jawab dan 

mengalihkan kepemilikan atas fasilitas 

yang ada atau mengadakan perjanjian 

dengan entitas komersial untuk 

membangun, memiliki dan 

mengoperasikan fasilitas yang baru 

dibangun. Pembangunan fasilitas ini 

dibiayai oleh dunia usaha. Selain itu, 

model kemitraan juga dipetakan 

berdasarkan peran masing-masing 

peserta, yaitu pemerintah, dunia usaha, 

dan masyarakat. Sebagai pengemban 

mandat pelayanan publik, pemerintah 

dapat bertindak sebagai penyedia 

layanan, investor, atau pemasok. Unit 

bisnis bertindak sebagai investor atau 

operator. Partisipasi masyarakat juga 

dapat dilaksanakan pada tahap 

pelaksanaan operasional program 

kemitraan. 

Faktor Keberhasilan Public Private 

Partnership 

 Menurut Kurniadi (2020:36) terdapat 

faktor-faktor keberhasilan kerjasama atau 

kemitraan pemerintah dengan swasta. 

Faktor-faktor keberhasilan tersebut dapat 

menjadi sebuah pendukung maupun 

penghambat dari adanya kerjasama 

pemerintah dengan swasta. Faktor 

keberhasilan Public Private Partnership 

sebagai berikut: 

1. Kemampuan Pemerintah, melihat dari 

sisi pemerintah atau otoritas publik, 

bahwa pemerintah harus meningkatkan 

kemampuannya terkait kerjasama baik 

dari perencanaan, implementasi, 

sampai dengan evaluasi dari adanya 

kerjasama.  

2. Perilaku Opportunistik, perilaku 

tersebut dapat dilakukan oleh pihak 

pemerintah maupun swasta untuk 

mencari keuntungan. Hal ini akan 

memberikan dampak negatif jika 

perilaku tersebut dilakukan disalah 

satu pihak atau kedua - duanya.  

3. Imbalan Yang Menarik, bagi pihak 

swasta suatu reward bisa didapatkan 

dari adanya investasi pembangunan 

dan pihak pemerintah juga merasa 

dibantu untuk memecahkan 

permasalahan di wilayahnya.  

4. Kepastian Hukum, adanya jaminan 

hukum yang terjadi dalam kerjasama 

agar mengurangi risiko dikemudian 

hari jika terdapat konflik antar pihak.  

5. Kelembagaan PPP, suatu lembaga yang 

mendukung adanya kerjasama. Hal ini 

terkait dengan konsep seperti kerangka 

delegasi pengelolaan, manajemen aset, 

manajemen kontrak, isu-isu 

operasional, dan regulasi yang terkait. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan tipe 

penelitian deskriptif kualitatif. Situs 
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penelitian terletak di Desa Conto 

Kabupaten Wonogiri. Subjek penelitian 

ditentukan secara purposive sampling. 

Jenis data dalam penelitian ini adalah data 

kualitatif serta sumber data yang digunakan 

adalah sumber data primer dan sekunder. 

Teknik pengumpulan data dilakukan 

melalui wawancara, observasi, 

dokumentasi, dan studi pustaka. Analisis 

dan interpretasi data dilakukan melalui tiga 

tahap yakni kondensasi data, penyajian 

data, dan verifikasi atau penarikan 

kesimpulan. Terakhir, kualitas data dalam 

penelitian ini dibuktikan melalui uji 

kredibilitas menggunakan teknik 

triangulasi sumber. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Prinsip – Prinsip Public Private 

Partnership Dalam Pengembangan 

Destinasi Wisata Di Desa Wisata 

Conto Kabupaten Wonogiri 

1. Prinsip kemitraan  

Public Private Partnership (PPP) 

dalam konteksnya, kerjasama antara 

pemerintah dan badan usaha dilakukan 

berdasarkan ketentuan dan persyaratan 

peraturan perundang-undangan yang 

memperhatikan kebutuhan kedua belah 

pihak. Menurut Hafsah (dalam Susanti, 

2013) menjelaskan bahwa kemitraan 

sebagai suatu strategi dalam usaha yang 

dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih 

dengan waktu dan tujuan yang telah 

ditentukan. Hafsah juga menjelaskan 

keberhasilan kemitraan dapat dilihat dari 

strategi meraih keuntungan bersama 

menggunakan prinsip saling membutuhkan, 

saling membesarkan, dan landasan 

kemitraan. Penjelasan terkait dengan 

keberhasilan kemitraan oleh Hafsah sejalan 

dengan aspek prinsip kemitraan pada 

penelitian ini. Pada keberhasilan kemitraan 

dapat dilihat dari strategi meraih 

keuntungan bersama menggunakan prinsip 

saling membutuhkan, saling membesarkan, 

dan landasan kemitraan. Keberhasilan 

kemitraan juga menggunakan prinsip saling 

membutuhkan. 

Pada PPP pengembangan destinasi 

wisata, kedua belah pihak saling 

membutuhkan satu sama lain. Untuk 

kebutuhan dari pihak pemerintah 

membutuhkan sebuah anggaran dana yang 

digunakan untuk mengembangkan potensi 

desa yang telah ada. Sedangkan kebutuhan 

swasta yaitu membutuhkan ladang untuk 

berinvestasi. Selain itu, pihak swasta juga 

memiliki komitmen untuk memajukan 

perekonomian desa melalui potensi 

tersebut. Komitmen tersebut sesuai dengan 

komitmen pemerintah desa sehingga 

tercipta kerjasama dengan tujuan 

pemanfaatan tanah kas desa dan 

peningkatan perekonomian masyarakat 

desa.  
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Untuk ketentuan perundang-undangan 

dalam kemitraan ini tidak terdapat perdes 

atau sk yang mengikat, namun terdapat 

peraturan daerah yang menjadi landasan 

dalam pelaksanaan kemitraan. Selain itu, 

MOU yang ada menjadi landasan kemitraan 

yang dilakukan pemdes Conto dan CV. 

Ambar Sari. MOU pada Public Private 

Partnership dalam pengembangan 

destinasi wisata pada Desa Wisata Conto 

tertera pada dokumen Perjanjian Kerjasama 

Antara Pemerintah Desa Conto Dengan CV. 

Ambar Sari No. 08/X/2021 tentang 

Kerjasama Pemanfaatan Tanah Pemerintah 

Desa Conto Kecamatan Bulukerto 

Kabupaten Wonogiri. Perumusan suatu 

landasan kemitraan dapat dilakukan 

melalui pertemuan rapat sampai 

pengambilan keputusan.  

Dapat disimpulkan bahwa dalam 

kerjasama pemerintah desa dengan swasta 

pada pengembangan destinasi wisata di 

Desa Wisata Conto menjalankan prinsip 

kemitraan. Artinya kemitraan dijalankan 

dengan aspek meliputi adanya ketentuan 

peraturan perundang-undangan dan 

pertimbangan kebutuhan kedua belah pihak 

untuk kerjasama. Walaupun untuuk 

ketentuan perundang-undangan belum 

terdapat perdes yang mengikat akan tetapi 

dokumen MOU sudah menjadi landasan 

yang kuat dalam menjalankan kerjasama. 

 

2. Prinsip kemanfaatan 

Prinsip manfaat menurut Kurniadi 

dalam Public Private Partnership adalah 

penyediaan infrastruktur yang dilakukan 

oleh pemerintah melalui badan komersial 

guna memberikan manfaat sosial dan 

ekonomi kepada masyarakat. Public 

Private Partnership dilaksanakan karena 

keterbatasan anggaran pemerintah, umur 

infrastruktur yang bergantung pada 

kuantitas dan kualitas, serta kemampuan 

teknologi dan keterampilan sektor swasta.  

Manfaat bagi masyarakat yang pertama 

pada ekonomi yaitu sebagian masyarakat 

mendapatkan pekerjaan atau terciptanya 

lapangan pekerjaan dan penambahan 

UMKM. Sehingga dengan mendapatkan 

sebuah pekerjaan maka penghasilan 

masyarakat meningkat dan berpengaruh 

pada peningkatan kesejahteraan 

masyarakat. Hal tersebut berkaitan dengan 

manfaat sosial. Manfaat sosial bagi 

masyarakat yaitu pembangunan 

infrastruktur desa yang mendukung 

peningkatan penghasilan atau penambahan 

penghasilan sehingga mensejahterakan 

masyarakat Desa Conto. Manfaat untuk 

pemerintah yaitu penambahan PADes dan 

manfaat untuk swasta yaitu keuntungan 

ekonomi dalam pengelolaan destinasi 

selama 15 tahun.  
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Public Private Partnership dalam 

pengembangan destinasi wisata pada Desa 

Wisata Conto dalam implementasiannya 

dapat disimpulkan melaksanakan prinsip 

kemanfaatan secara optimal. Artinya 

prinsip kemanfaatan diimplementasikan 

pada kemitraan pemdes dengan CV. Ambar 

Sari tersebut. Kemanfaatan merupakan 

penyediaan infrastruktur yang dilakukan 

oleh pemerintah dengan badan usaha untuk 

memberikan manfaat sosial maupun 

ekonomi ke masyarakat, manfaat untuk 

pemerintah, dan manfaat untuk swasta. 

Seperti penyediaan tanah kas desa yang dari 

pemerintah untuk pembangunan destinasi 

wisata. Selanjutnya untuk swasta 

menyediakan destinasi wisata yang 

bermanfaat untuk masyarakat Desa Conto.  

3. Prinsip bersaing  

Prinsip persaingan dalam Public 

Private Partnership adalah mendorong 

persaingan yang sehat antar peserta, dengan 

mengutamakan inovasi, efisiensi, dan nilai 

tambah yang dapat diberikan. Setiap 

peserta harus mempunyai kesempatan yang 

sama untuk berkompetisi dan pengambilan 

keputusan harus berdasarkan kualifikasi 

dan proposal yang diajukan. Dalam PPP, 

secara teoritis menurut Kurniadi prinsip 

persaingan menjadi landasan untuk 

menciptakan kerjasama yang produktif 

antara pemerintah dan swasta, serta 

memastikan proyek PPP dilaksanakan 

secara hemat biaya dan memberikan 

manfaat optimal bagi masyarakat. Dalam 

kemitraan yang dilakukan pemerintah desa 

dengan swasta dalam pengembangan 

destinasi wisata di Desa Wisata Conto 

melakukan pengadaan mitra tidak melalui 

tahapan pada prinsip bersaing. Akan tetapi 

melalui penunjukan langsung di mana 

mengacu pada pembangunan infrastruktur.  

Pada Public Private Partnership dalam 

pengembangan destinasi wisata di Desa 

Wisata Conto dilihat dari prinsip PPP belum 

menjalankan prinsip bersaing pada 

pemilihan nitra yang transparan maupun 

setara melalui tahapan pemilihan mitra. 

Akan tetapi, PPP yang dijalankan dapat 

meningkatkan keunggulan kompetitif 

melalui investasi dari pihak swasta. 

Berdasarkan hasil wawancara, pemilihan 

mitra dalam kerjasama ini memegang teguh 

pada prinsip pemberdayaan masyarakat dan 

penentuan mitra hanya diizinkan jika 

swasta warga asli dari Desa Conto.  

Penentuan mitra tidak berprinsip pada 

keterbukaan pihak asing (swasta lain) 

karena masyarakat Desa Conto tidak 

menginginkan desanya memiliki citra 

buruk dan dikuasai swasta yang tidak 

berprinsip pada penjagaan lingkungan 

maupun budaya lokal setempat. Selain itu 

adanya penentuan mitra kerjasama jika 

pihak swasta sudah dikenal dengan 

masyarakat maka masyarakat mudah 
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percaya. Dapat disimpulkan bahwa dalam 

Public Private Partnership 

dipengembangan destinasi wisata pada 

Desa Wisata Conto tidak optimal dalam 

menerapkan prinsip bersaing karena tidak 

adanya tahapan pemilihan mitra 

berdasarkan transparan dan kesetaraan. 

4. Prinsip pengendalian dan 

pengelolaan risiko 

Manajemen risiko dalam Public 

Private Partnership adalah proses 

sistematis untuk mengidentifikasi, 

mengevaluasi, dan mengelola risiko yang 

terkait dengan proyek infrastruktur. Dalam 

prinsip pengendalian dan pengelolaan 

risiko yaitu kerjasama penyediaan 

infrastruktur dilakukan dengan penilaian 

risiko, pengembangan strategi 

pengelolaan, dan mitigasi terhadap risiko. 

Sebuah risiko dalam kemitraan perlu 

adanya pengelolaan agar tidak menjadi 

permasalahan yang berkelanjutan. Pada 

penelitian ini, prinsip pengendalian dan 

pengelolaan risiko dalam Public Private 

Partnership dalam pengembangan 

destinasi wisata pada Desa Wisata Conto 

menganalisis pada aspek pengendalian 

risiko yang dilakukan dalam bentuk 

mitigasi dan aspek pengelolaan risiko yang 

dilihat dari tahapan pengelolaan risiko.  

Pengendalian risiko pada Public 

Private Partnership dalam pengembangan 

destinasi wisata di Desa Wisata Conto 

dilakukan dengan mengurangi risiko 

seperti laporan per bulan dan terdapat 

evaluasi yang dilakukan kedua belah 

pihak. Pada pendapat tersebut kerjasama 

pemerintah desa dengan badan usaha 

menjalankan sebuah prinsip pengendalian 

dan pengelolaan risiko. Pengendalian 

risiko dilakukan dengan cara pemerintah 

desa meminta laporan kepada swasta 

terkait dengan hasil pengelolaan destinasi 

wisata. Hal tersebut dilakukan untuk 

melakukan transparansi kepada 

masyarakat dengan adanya kerjasama. 

Selain adanya laporan juga dilakukan 

sebuah evaluasi dalam kerjasama setiap 

tiga tahun sekali. Dengan demikian, 

pengendalian risiko dilakukan melalui 

bentuk mitigasi risiko yaitu mengurangi 

risiko dengan cara mengurangi 

kemungkinan risiko terjadi dalam 

kemitraan.  

Pada aspek pengendalian risiko yaitu 

pengendalian risiko dilakukan beberapa 

tahapan. Tahapan pengendalian risiko yang 

dilaksanakan secara bersama – sama baik 

dari pemerintah dan swasta. Pengelolaan 

risiko dalam kemitraan merupakan sebuah 

manajemen untuk mencapai sebuah tujuan. 

Sehingga dapat menutup kemungkinan 

buruk yang terjadi dalam kemitraan. 

Berdasarkan hasil wawancara, 

Pengelolaan risiko yang dilaksanakan 
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dalam partnership pemerintah desa dengan 

swasta dalam pengembangan destinasi 

wisata pada Desa Wisata Conto melalui 

beberapa tahapan. Tahapan pengendalian 

risiko yang dilakukan seperti identifikasi 

risiko, analisis dan penilaian risiko, 

penentuan solusi, dan implementasi dari 

solusi tersebut. Dapat disimpulkan bahwa 

kemitraan secara optimal melakukan 

prinsip pengendalian dan pengelolaan 

risiko. Dalam Public Private Partnership 

dalam pengembangan destinasi wisata di 

Desa Wisata Conto pengendalian dan 

pengelolaan risiko dapat melalui bentuk 

mitigasi risiko yaitu mengurangi risiko 

dengan cara mengurangi kemungkinan 

risiko terjadi dalam kemitraan. Dan untuk 

pengendalian risiko terdapat tahapan 

pengendalian risiko yang dilakukan seperti 

identifikasi risiko, analisis dan penilaian 

risiko, penentuan solusi, dan implementasi 

dari solusi. 

5. Prinsip efektif 

Efektif dalam kemitraan yaitu apa yang 

dilakukan tepat guna. Menurut Tangkilisan 

2005 (dalam Trya Utari et al., n.d., 2015) 

Efektivitas merupakan tingkat sejauh mana 

lembaga melakukan kegiatan atau fungsi-

fungsi (operasi kegiatan, program, atau 

misi) untuk mencapai sebuah tujuan yang 

telah ditetapkan melalui penggunaan 

secara optimal alat-alat dan sumber-

sumber daya yang ada. Artinya efektif 

dalam program yaitu adanya kejelasan 

program sesuai tujuan kerjasama dan 

peningkatan kualitas pelayanan dalam 

pengelolaan dan pemeliharaan 

infrastruktur. Dalam pengembangan 

destinasi wisata dinilai efektif dengan 

melihat sub fenomena prinsip efektif. 

Kerjasama tersebut berprinsip efektif 

yakni pada aspek pertama kejelasan 

program sesuai dengan tujuan kemitraan. 

Program pengembangan destinasi dengan 

potensi yang ada menjadikan sebuah 

tujuan bersama kemitraan. Hal tersebut, 

merupakan pemanfaatan potensi yaitu 

pemanfaatan tanah kas desa yang termasuk 

juga dalam tujuan bersama dalam 

kemitraan.  

Aspek kedua yaitu adanya peningkatan 

kualitas pelayanan dalam pengelolaan dan 

pemeliharaan infrastruktur. Dalam 

kerjasama pemdes dengan CV. Ambar Sari 

mampu meningkatkan fasilitas yang ada di 

desa. Hal ini ditunjukkan dengan adanya 

pembangunan rumah kelompok tani untuk 

kepentingan masyarakat berkumpul, 

peningkatan infrastruktur jalan, dan 

pemeliharaan dan pengelolaan sebuah 

potensi. Dapat disimpulkan bahwa 

kerjasama yang dilakukan selain 

memberikan manfaat kepada masyarakat, 

kerjasama tersebut efektif dalam 

penyediaan infrastruktur untuk 

mempercepat pembangunan di desa dan 
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juga terdapat kejelasan program dalam 

sesuai dengan tujuan bersama. Hal ini 

dalam kemitraan yang terjadi sudah 

melaksanakan prinsip efektif secara 

optimal. 

6. Prinsip efisien  

Menurut Yescombe (dalam Kurniadi 

2020:30) menjelaskan bahwa tujuan PPP 

adalah untuk meningkatkan efisiensi 

dalam sebuah proyek infrastruktur melalui 

kerjasama jangka panjang sektor publik 

dan swasta; memfasilitasi proyek yang 

akan dilaksanakan tepat waktu sesuai 

anggaran yang ada dengan mentransfer 

tanggung jawab risiko pada yang paling 

mampu. Sehingga dalam kerjasama tidak 

akan terlepas dari prinsip efisien. Prinsip 

efisien menurut Yescombe, yakni kerja 

sama penyediaan infrastruktur mencukupi 

kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan 

dalam penyediaan infrastruktur melalui 

dukungan dana swasta.  

Berdasarkan hasil wawancara, pada 

prinsip efisien dalam partnership 

pengembangan destinasi wisata pada Desa 

Wisata Conto melakukan optimalisasi 

sumber daya baik sumber daya manusia 

maupun sumber daya alam. Optimalisasi 

sumber daya manusia dengan penyerapan 

tenaga kerja dari masyarakat lokal dalam 

pengelolaan destinasi. Untuk optimalisasi 

sumber daya alam yaitu pemanfaatan tanah 

kas desa dengan kekayaan alam desa yang 

masih asri. Hal tersebut dilakukan untuk 

mencapai tujuan bersama yaitu peningkatan 

ekonomi desa. Sedangkan, pada penilaian 

kinerja secara teratur dilakukan dengan 

evaluasi kerjasama tersebut dilakukan 

setiap tiga tahun sekali. Kemudian terdapat 

penilaian kinerja melalui laporan swasta 

kepada pemdes terkait dengan penerimaan 

hasil tiket wisata. Dapat disimpulkan 

bahwa Partnership pengembangan destinasi 

wisata pada Desa Wisata Conto melakukan 

prinsip efisien dengan optimal. 

B. Faktor Keberhasilan Public Private 

Partnership Dalam Pengembangan 

Destinasi Wisata Di Desa Wisata 

Conto Kabupaten Wonogiri 

1. Kemampuan pemerintah 

Kemampuan pemerintah, dalam 

kemitraan yang ada, kemampuan 

pemerintah merupakan salah satu faktor 

keberhasilan dalam Public Private 

Partnership dalam pengembangan 

destinasi wisata pada Desa Wisata Conto 

baik dari kemampuan kepemimpinan yang 

baik dan kemampuan negosiasi yang telah 

dilakukan. Negosiasi yang dilakukan oleh 

pemerintah kepada swasta sehingga sepakat 

bekerjasama membutuhkan waktu yang 

cukup lama. Hal ini negosiasi dapat 

dijadikan faktor utama keberhasilan dalam 

kemitraan. Dalam pembentukan kerjasama 

dilakukan melalui proses negosiasi sampai 



15 
 

diadakan rapat untuk menentukan 

bagaimana implementasi kerjasama. 

Pelaksanaan negosiasi yang dilakukan 

pihak pemerintah kepada swasta dilakukan 

oleh kepala desa sebagai pemimpin desa. 

Untuk pemimpin dalam pengambilan 

keputusan dilakukan sampai mencapai 

alternatif yang terbaik dan dapat 

menindaklanjuti keluhan dari masyarakat. 

Akan tetapi, terdapat kekurangan pada 

pengelolaan risiko dalam kerjasama yang 

dilakukan kurang maksimal. 

2. Perilaku Oportunistik 

Menurut Kurniadi (2020:37) perilaku 

oportunistik dapat disebabkan karena 

adanya assymetric information, tidak 

sempurnanya kontrol, kurangnya 

komitmen, self interest seeking dan 

spesifikasi asset. Assymetric information 

dapat menyebabkan terjadinya adverse 

selection atau moral hazard dalam 

implementasi kontrak KPBU. Semakin 

tinggi ketidakmampuan para pihak dalam 

mengontrol satu dengan yang lainnya maka 

semakin besar kemungkinan terjadinya 

perilaku oportunistik dari para pihak dalam 

KPBU. Suatu keberhasilan kemitraan 

dalam sebuah proyek dengan jangka yang 

panjang ditentukan oleh mampu atau 

tidaknya kontrak kemitraan dalam 

meminimalisasi perilaku oportunistik para 

pihak yang terlibat. Dalam PPP ini, semua 

pihak dapat meminimalisasi sifat 

ketidakadilan dan pemanfaatan kekuasaan. 

Sehingga dalam implementasi kemitraan 

pemerintah desa dengan swasta mencapai 

keberhasilan. 

3. Imbalan Yang Menarik 

Imbalan yang menarik, kerjasama 

pemerintah dengan swasta memperoleh 

imbalan masing-masing. Dalam aspek 

pertama terkait dengan bentuk imbalan, 

pemerintah mendapatkan bentuk imbalan 

berupa bertambahnya pendapatan asli desa. 

Sedangkan untuk pihak swasta 

mendapatkan imbalan untuk mengelola 

secara penuh destinasi wisata. Aspek kedua 

terkait dengan jenis imbalan yang 

didapatkan oleh pihak pemerintah yaitu 

komisi dari bagi hasil pengelolaan. Untuk 

pihak swasta mendapatkan jenis imbalan 

yaitu intensif non moneter. Adanya imbalan 

tersebut dapat mempengaruhi motivasi 

pihak yang bermitra untuk mencapai tujuan 

bersama. Sehingga dari adanya reward 

tersebut menjadikan faktor pendukung 

maupun keberhasilan suatu program yang 

diimplementasikan. 

4. Kepastian Hukum 

Kepastian Hukum, faktor kemitraan 

juga terdapat pada kepastian hukum. 

Artinya suatu legalitas hukum atas status 

kemitraan sangat berpengaruh dalam 

implementasi kerjasama pemerintah Desa 

Conto dengan CV. Ambar Sari. Legalitas 
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kerjasama ini ditandai dengan adanya 

MOU tentang pemanfaatan tanah kas desa 

oleh pihak swasta. Dokumen MOU 

tersebut diterbitkan pada tahun 2021 yaitu 

MOU No 08/X/2021 tentang kerjasama 

pemanfaatan tanah pemerintah Desa Conto 

Kecamatan Bulukerto Kabupaten 

Wonogiri. Sedangkan yang menjadi 

penghambat dalam kemitraan yaitu belum 

terdapat landasan hukum tingkat desa atau 

peraturan desa yang mengatur terkait 

dengan kemitraan. 

5. Kelembagaan PPP 

Kelembagaan PPP (KPBU), dalam 

prinsip kelembagaan PPP dapat 

menjadikan faktor yang dilihat melalui 

aspek lembaga yang mengelola kemitraan, 

manajemen aset, dan manajemen kontrak. 

Public Private Partnership pada 

pengembangan destinasi wisata di Desa 

Wisata Conto melakukan manajemen aset 

dan manajemen kontrak dengan baik. Akan 

tetapi, pada faktor ini tidak berjalan secara 

optimal dikarenakan salah satu aspek yang 

belum terpenuhi yaitu tidak terdapat 

lembaga khusus yang menangani atau 

memanajemen kemitraan. Hal ini tersebut 

menjadi penghambat adanya kemitraan 

yang terjalin. 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Public Private Partnership dalam 

pengembangan destinasi wisata di Desa 

Wisata Conto Kabupaten Wonogiri belum 

sepenuhnya optimal dalam melakukan 

prinsip-prinsip PPP. Terdapat prinsip 

kemitraan, prinsip kemanfaatan, prinsip 

bersaing, prinsip pengendalian dan 

pengelolaan risiko, prinsip efisien dan 

efektif. Prinsip-prinsip tersebut yang belum 

dijalankan secara optimal yaitu prinsip 

bersaing. Sedangkan untuk faktor 

keberhasilan terdapat kemampuan 

pemerintah, perilaku oportunistik, imbalan 

yang menarik, kepastian hukum, dan 

kelembagaan PPP. Public Private 

Partnership dalam pengembangan 

destinasi wisata di Desa Wisata Conto 

mengalami hambatan dari faktor 

keberhasilan yaitu pada kepastian hukum 

dan kelembagaan PPP.  

B. Saran  

1. Untuk mengoptimalkan prinsip – prinsip 

Public Private Partnership dalam 

pengembangan destinasi wisata di Desa 

Wisata Conto Kabupaten Wonogiri. 

Pemerintah Desa Conto dengan adanya 

kerjasama seharusnya menjalankan 

prinsip bersaing dalam implementasi 

public private partnership. 

2. Public Private Partnership dalam 

pengembangan destinasi wisata di Desa 

Wisata Conto Kabupaten Wonogiri tidak 

terdapat peraturan desa ataupun Surat 
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kontrak yang mengikat terkait 

kerjasama. Sehingga Pemerintah Desa 

Conto perlu membentuk peraturan desa 

yang mengatur terkait dengan 

kemitraan. 

3. Dalam kemitraan salah satu faktor 

keberhasilan yaitu kelembagaan PPP, 

akan tetapi tidak dilakukan dalam 

kemitraan pemdes dan swasta dalam 

pengembangan destinasi wisata di Desa 

Wisata Conto Kabupaten Wonogiri. 

Pemerintah desa dan swasta dalam 

menjalankan kemitraan ini seharusnya 

terdapat kelembagaan khusus yang 

menangani kemitraan. 
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